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KEMENHUB. Angkutan Sewa. Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 118 TAHUN 2018
TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa  penyelenggaraan angkutan sewa khusus
mempunyai peran  strategis dalam mendukung
pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan umum
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa masyarakat membutuhkan kepastian hukum
terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan,
kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan atas
penyelenggaraan angkutan sewa khusus;

bahwa sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah
Agung Nomor 15/HUM 2018 tanggal 31 Mei 2018 serta
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan

Sewa Khusus;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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Menetapkan :

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa
kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang
dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan
kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang
terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak
bermotor.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan
yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau
barang dengan dipungut bayaran.

Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor

Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal
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11.
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8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau
yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima
ratus) kilogram.

Mobil Penumpang Sedan adalah Kendaraan Bermotor
yang memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang
mesin, ruang pengemudi dan penumpang, dan ruang
bagasi.

Mobil Penumpang Bukan Sedan adalah Kendaraan
Bermotor yang memiliki 2 (dua) ruang yang terdiri atas
ruang mesin dan ruang pengemudi, ruang penumpang
dan/atau bagasi.

Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari
pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah
operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar
udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta
pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi
informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam
aplikasi.

Perusahaan Angkutan Sewa Khusus adalah badan
hukum atau pelaku usaha mikro atau pelaku usaha
kecil yang menyelenggarakan jasa Angkutan Sewa
Khusus.

Pengguna Jasa adalah perorangan atau badan hukum
yang menggunakan jasa perusahaan Angkutan umum.
Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan
selain pengemudi dan kendaraan.

Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal
pelayanan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan
Angkutan Khusus dalam memberikan pelayanan
kepada Pengguna Jasa yang aman, selamat, nyaman,
terjangkau, setara, dan teratur.

Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun
dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki
kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana
jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar
kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang

tinggi.
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13.

14.

15.

16.

17.

(1)

(2)

Kartu Elektronik Standar Pelayanan adalah kartu yang
memuat data Kendaraan dan izin penyelenggaraan.
Perusahaan Aplikasi adalah penyelenggara sistem
elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi
di bidang transportasi darat.

Tarif Angkutan Sewa Khusus adalah tarif yang berlaku
yang dibayarkan oleh Pengguna Jasa kepada penyedia
jasa Angkutan Sewa Khusus berdasarkan kesepakatan
melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman
pada tarif batas atas dan tarif batas bawah.

Sistem Manajemen Keselamatan adalah bagian dari
manajemen perusahaan angkutan umum berupa tata
kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan
angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi
dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola
risiko kecelakaan.

Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di
bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan

jalan.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman
dalam penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. perencanaan penyelenggaraan Angkutan Sewa
Khusus;
b. pengaturan penyelenggaraan Angkutan = Sewa
Khusus; dan
c. pengawasan penyelenggaraan Angkutan Sewa

Khusus.
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BAB II
KRITERIA PELAYANAN

Pasal 3

(1) Pelayanan Angkutan Sewa Khusus harus memenuhi
kriteria pelayanan sebagai berikut:

a. wilayah operasi berada di dalam Kawasan
Perkotaan, dan dari dan ke bandar wudara,
pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya;

b. tidak berjadwal;

c. pelayanan dari pintu ke pintu;

d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;

e. besaran tarif Angkutan tercantum pada aplikasi
berbasis teknologi informasi;

f.  memenuhi Standar Pelayanan Minimal; dan

g. pemesanan dilakukan melalui aplikasi berbasis
teknologi informasi.

(2) Besaran tarif Angkutan Sewa Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan
perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung.

(3) Besaran tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e tercantum pada aplikasi teknologi
infomasi disertai bukti dokumen elektronik.

(4) Pedoman perhitungan biaya langsung dan biaya tidak
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4
Pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 menggunakan Kendaraan Bermotor Umum
dengan batasan kapasitas silinder paling sedikit 1.000

(seribu) sentimeter kubik.

Pasal 5
Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk
pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
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